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Penegakan hukum terhadap penelantaran korban kecelakaan lalu lintas adalah suatu
kegiatan yang dilakukan oleh para penegak hukum terkhusus polisi lalu lintas.
Kegiatan dilakukan untuk memproses dan mencegah timbulnya kejadian tersebut.
Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan memahami proses penegakan hukum
terhadap penelantaran korban kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui faktor
yang mempengaruhi penegak hukum terhadap penelantaran korban kecelakaan lalu
lintas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan
wawancara di POLRES Sungailiat, POLRES Pangkalpinang, POLDA Kepulauan
Bangka Belitung, Pengadilan Negeri Kelas IB Sungailiat, POLSEK Belinyu dan
masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah undang-undang dan
pendekatan perbandingan. Yuridis empiris mengkaji hukum sebagai perilaku yang
nyata sebagai hukum yang sifatnya tidak tertulis. Berdasarkan pembahasan di
simpulkan bahwa dalam proses penegakan hukum dalam kejadian penelantaran
korban kecelakaan lalu lintas dilakukan pengumpulan bukti yang ada sehingga bisa
diproses untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi
penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan penelantaran korban kecelakaan
yakni rasa takut yang dimiliki oleh masyarakat dan kurangnya bukti yang akurat.
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ABSTRACT

Haryati,
Law Enforcement Against Traffic Victims Abandonment Viewed from

Article232 of Law of the Act Number 22 of2009 of Years
Jo.Article 304 of the Criminal Code

(Case Study: Police Resort District of Bangka)

Thesis. Faculty of Law. 2018
Keywords: Law Enforcement, neglect, casualties, traffic accidents

Law enforcement against the neglect of traffic accident victims is an activity
undertaken by law enforcement officers especially the traffic police. Activities are
carried out to process and prevent the occurrence of such events. The purpose of this
paper is to know and understand the law enforcement process against the neglect of
traffic accident victims and to know the factors that influence law enforcement
against the neglect of traffic accident victims. This study uses empirical juridical
method by conducting interviews at POLRES Sungailiat, POLRES Pangkalpinang,
POLDA Bangka Belitung Islands, District Court IB Sungailiat, POLSEK Belinyu and
the community. The approach method used is the law and comparative approach. The
empirical jurisdiction examines law as a real behavior as an unwritten law. Based on
the discussion concluded that in the process of law enforcement in the event of
neglect of the victims of traffic accidents conducted collection of existing evidence so
that it can be processed to continue the next stages. Factors that influence law
enforcement in conducting the investigation process of neglect of accident victims is
the fear that is owned by society and lack of accurate evidence.
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